
BUPATI MINAHASATENGGARA 

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA 

NOMOR TAHUN 2014 

TENTANG 

PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELAJIJA 

YANG BERSIFAT WAJIB SEBELUM DITETAPKAN APBD KABUPATSN 

MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2014 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MINAHASA TENGGARA, 

Menimbang a. memperhatikan ketentuan dalam Pasal 132 ayat 3 dan 4 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahur 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa 

Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak 

dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan .laerah 

tentang APBD ditetapkan dan ditcmpatkan dalam 

lembaran daerah kecuali untuk belanja yang l ersifat 

mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang <lite· apkan 

dalam peraturan kepala daerah; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal lOSA Per.ituran 

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Ket angan 

Daerah dalam hal penetapan APBD men galarni 

keterlambatan Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran 

setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun 

anggaran sebelumnya dan dibatasi hanya untuk helanja 

yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layans n jasa 

dan keperluan kantor sehari-hari; 



Mengingat 

c . .  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Minahasa Tenggara tentang Pengeluaran Belanja Yang 

Bersifat Mengikat Dan Belanja Yang Bersifat Wajib 

Sebelum Ditetapkan APBD Kabupaten Minahasa 'Tenggara 

Tahun Anggaran 2014; 

I. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keu mgan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur: 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Norn or 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lem oaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4352); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 te ntang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keunngan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tnhun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara ReJ ublik 

Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 te itang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Re, ublik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai nana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 T ahun 

2008 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Ur dang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T thun 

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rep.iblik 

Indonesia Nomor 4438); 



6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 ientang 

Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Fropinsi 

Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republil: Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 1 1 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4685); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  t  entang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Ler ibaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Norr.or 82 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 t entang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran >J'egara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tarr bahan 

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 t -ntang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran .Iegara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tarrbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 t.mtang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Re oublik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lerr.baran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 'Tahun 2006 t,·ntang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 ·,omor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind mesia 

Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tc ntang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Fernet intah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan I aerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Ind mesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lernbaran !fegara 

Republik Indonesia Nomor 4890); 



Menetapkan 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan J)aerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan J lenteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Pen bahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nor ior 13 

Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 

15. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang 'okok 

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2 0 1 1  tentang 3istem 

dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2011  tcntang 

Kebijakan Akuntansi; 

M E M U T U S K A N :  

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN BEJ,ANJA 

YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG 

BERSIFAT WAJIB SEBELUM DITETAPKAN APBD 

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGCARAN 

2014. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

!. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara. 



4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD ndalah 

perangkat daerah pada Pemerintah Daerah sclaku per:gguna 

anggaran/pengguna barang. 

5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 

6. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara 

terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah cengan 

jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan tahun anggarar yang 

bersangkutan. 

7. Belanja yang bersifat waj ib adalah belanja untuk terjan iinnya 

kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat. 

8. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam 

memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk 

meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. 

BAB II 

BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT 

DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB 

Pasal 2 

(1) .  Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam p isal 1 

adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus 

dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk 

keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. 

(2). Belanja yang bersifat wajib adalah sebagaimana dimaksud dalam p asal 1 

adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendmaan 

pelayanan dasar masyarakat, antara lain pendidikan dan kesehatan. 

Pasal 3 

Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (1) 

terdiri dari: 

a. Belanja Pegawai 

1. Gaji dan tunjangan PNS, KOH dan WKDH, Pimpinan dan A iggota 

DPRD. 

2. Honorarium Pegawai Honorer /Tidak Tetap. 

b. Belanja Barang dan Jasa 

1. Alat Tulis Kantor. 

2. Belanja Cetak dan Penggandaan. 

3. Belanja Perjalanan Dinas. 



Paaal 4 

Pengeluaran terhadap jenis belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang 

bersifat wajib setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran 

sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan. 

BAB Ill 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa 

Tenggara. 
Ditetapkan di 

Pada Tanggal 

Ratahan 

\5" Januari 2014 

BUPATI MINAHASA TENGOARA,p 

:J 
JAMES SUMENDAP 

Diundangkan di Ratahan 

Pada Tanggal Januari 2014 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, 

Ir. B. A. TINUNGKI. M.Eng PEMBINA UTAMA MUDA 
NIP: 19601009 1993031007 

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2014 NOMOR 


